
PBI{ERiHTIH K}BUPITBI{ DTERIH TiIfGKAT II BAIITAEIIG

PBRATMil{ DTERIH KTBUPATBTI DAERAH TII{GIAT II BANTIET{G

flOHOR : 10 Ttl{,t{ 1991

TEIITIIIG
ORGAIIISISI DIII TATI I(ERJ} KII{TOR PE}IEITICUIIIII ilASYTRTKAT

DESA KTEUPATEII DAERAII TiIIGf,IT II BTI{TIBI{G

DBIIGTil RTXHHIT TUHIII Y}I{G I{TITA ESI

BI'PIII XEPITI DTERM TIIIGITT II BII{TIIIS

llenirbang : a, bahra tlalan rangka peninghatan penyelenggaraan penbangunan

ilasyarakat Desa secara berilaya guna dan berhasil guna dan pening-

katan fioordinasi dan partisipasi Hasyarakat ilalan Penbangunan,

ilipanilang perlu untuk aenata henbali 0rganisasi Kantor peabangunan

Desa Kabupaten Daerah Tinqkat II Bantaeng sebaqainana telah
ilitetapkan dengan Keputusan Henteri Dalan llegeri llouor 135 Tahun

1978 ;

b. bahra dengan Xeputusan Henteri 0alan Heqeri llonor 80 Tahun lgg3

tentang Organisasi dan Tata f,erja f,antor penbangunan Desa propinsi

Daerah Tingkat I dan Kabupaten/f,staraatp Daerah Tinqkat II, naka

' itipantlang perlu nenetaphan $usunan 0rganisasi itan Tata fierja
Xantor Peabangunan llasyarahat Desa Kabupaten Daerah Tinqkat II
Bantaeng dalan bentuh Peraturan Daerah lhbupaten Daerah Tingkat iI
Bantaeng.

llenEingat : 1, Undang-undang llonor 29 Tahun 1.959 tentang penbentukan Daerah-

daerah Tingkat II di Sularesi { lenbaran t{egara Tahun Ig59 ilonor

2' Undang-undang lloaor 5 Tahun 19?{ tentang Pokok-pokok penerintahan

di Daerah ( Lenbaran l{egara RI Tehun lg?1 ltonor 3g, Tanbahan

Lenbaran Uegara RI l{0nor 303? },
3. unilang-untlang Nonor 5 Tahun lg?g tentang penerintahan Desa

{ Lerbaran llegara RI Tahun 19?9 t{ocor 56, Tanbahan Lenbaran ltegara

ltonor ll5l l;
{. Peraturan .,..
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1. peraturan penerintah !{onor 6 Tahun lggg tentang Koordinasi

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lenbaran l{egara RI Tahun
1988 r{ouor 10, Taabahan relbaran flegara RI fouor 33?3 ];

5. peraturan penerintah l{ouor {i Tahun r.992 tentang penyelenggaraan

0tononi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ( Lenba-
ran Hegara RI Tahun 1gg2 t{onor ??, Tanbahan Lenbaran !{egara nI
I{onor 3{8? };

6. Keputusan presiden RI.l{oior zg Tahun 1gg0 tentang peningkatan dan
Penyenpurnaan Lenbaga $osial Desa nenjadi Leebaga Ketahanan
l{asyarakat Desa ;

7. fieputusan r{enteri Dalan HeEeri r{onor 14 Tahun 1993 tentang
Petunjuk Teknis lrengenai persyaratan, Tata cara pengaduan usul
Penangangkatan dalan Jabatan Struktural ;

8. fieputusan r{enteri Daran t{egeri r{oaor g0 Tahun 1993 tentang
0rganisasi dan ?ata f,erja Kantor penbangunan Hasyarakat Desa
Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor penbangunan r{asyarakat Desa
Daerah Tingkat II ;

9' xeputusan lrenteri oalan Hegeri r{oror g{ ?ahun 199r tentang Bentuk
Peraturan Daerah dan peraturan Daerah perubahan 

;

I

l

10. fieputusan t{enteri Da1au !{egeri Nouor g7 Tahun 1gg3
0rganisasi penerintah Daerah dan Fi1ayah.

:::::__t-rsetujuan 
Deuan perraliran Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat rrBantaeng.

llenetapkan
UE}IUTUSKAI{

: PERITURII{ OEERAII f,IBUPITE!{ DIERAH TIT{GKIT Ii BAHTIBI{G TEIITII{G OAGA-
I{ISASi DII{ TITA KERJI KAIITOR PE}fBTIIGI'HAII I{ISTARIKAT DESA KIBUPTTEIT
DAERIII TIIIGNT iI BAI{TIEIIG.

tentang pola

BIB I
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Pasal 1

Dalar Peraturan Daerah ini, yang disahsud dengan :

a, Daerah adalah lhbnpaten Daerah Tingkat II Eantaeng ;

b. penerintah Daerah adalah Penerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Eantaeng ;

c. [epala Daerah atlalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Santaeng ;

d. f,antor Penbangunan Hasyarakat Desa adalah fiantor Peabangunan

Hasyarakat Desa fiabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;

f,epala Xantor Penbangunan Hasyarakat Desa adalah Kepala l(antor

Penbangunan Hasyarakat Desa i(abupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;

Desa ailaiah suatu rilayah yang ditenpati oleh sejunlah pentluituk

sebagai kesatuan nasyarahat ternasuk didalannya kesatuan

msyarakat hukun yang uenpunyai organisasi penerintah terenilah dan

langs'ung ilibavah Canat dan berhak nenyelenggarakan rurah tangganya

sendiri dalan ikatan ltegara f,esatuan Republik indonesia I
f,elurahan ailalah suatu vilayah }ang tenpati oleh sejunrah penduduk

yang nenpunyai organisasi penerintah terenilah langsung rlibacah

candt yang tidak berhak nenyelenggarakan runah tangganya sendiri ;
Lenbaga xetahanan l{asprakat Desa adalah lenbaga ketahanan

nasyarakat yang ada di Desa dan Kelurahan dalar rilayah t(abupaten

Daerah Tingkat II Bantaeng.

BAB II
XBDUDUTil{ TUGIS DTI{ FI'TIG$I

Pasal 2

A

t.

h.

t.

{1}. [antor



-{

(11. lantor Pelbangunan l{asyarakat Desa ailalah Unsur Pelaksanaan

tilayah/Daerah yang beratla dibarah dan hertanggung jarab kepada

f,epala Daerah dan dibina seeara Tehnis Fungsional oleh Gubernur

KePala Daerah Tingkat I '

(21. [antor Feubangnan ]tasyarakat Desa dipinpin oleh seolang Kepala.

Pasal 3

f,antor Penbangunan l{asyarakat Desa nenpunyai tugas nelaksanakan

pengerbangan tlesa, ketahanan nasyarakat desa, sulber tlaya desa,

peruhinan desa serta pendaya gunaan teknologi tepat guna.

Pasal 4

Untuk renyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Kantor Penban-

gunan thsyarakat Desa nenpunyai fungsi :

a. llenyusun rencana pelaksanaan, pelahsanaan progran, penyJsunan bahan

pertinbangan perberian perijinan, dan peubinaan tehnis dibidang

perbangunan nasyarakat desa ;

b. fioortlinasi pelaksanaan penbangunan yang nasuk di desa dan

pengenbangan prakarsa dan syadaya gotong royong nasyarakat tlalan

kegiatan penbangunan nasyarakat desa I

c. Penilaian dan penyusunan laporan ilibitlang penbangunan aasyarakat

ilesa I

il. Pelaksanaan urusan hesekretariatan penbangunan nasyarahat desa,

BIB III
0R6t!rIsasI

Pasal 5

PoIa 0rganisasi fiantor penbangunan Hasyarakat Desa ailalah pola

riniral.

Pasal 5

tl). Susunan 0rganisasi Rantor penbangunan Uasyarakat Desa terdiri dari
a. Sub. lagian Tata Usaha ;

b. Sehsi
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b. Seksi Pengeebangan Desa I

c. Sehsi l(etahanan llasyarakat Desa ;

d. Seksi Usaha Ekononi dan Penukinan Desa I

e. KelonPot Jabatan Fungsional'

(21. Bagan Struktur 0rganisasi f,antor Penbangunan Hasyarakat Desa

sebaginana tercantun dalaa lanpiran peraturan ilaerah ini adalah

rerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah

ini.
Sub. Bagian Tata Usaha

Pasai 'l

(1). Sub. Bagian tata usaha nenpunyai tugas nengkoordinasikan penyusu-

nan rencana ilan peraturan perunilang*unilangan, nelaksanakan urusan

kesekretariatan yang ueliputi kepegavaian, nengelola urusan keuan-

ganr urusan ruuah tangga, urusan keiata usahaan serta penantauan

pengunpulan data dan Benyusunan laporan ;

{?}. Sub.Bagian tata usaha dipiapin oleh seorang kepala.

Pasal B

Untuk neyelenggarakan tugas tersebut pada pasal ? diatas

Sub.Bagian tata usaha nerpunyai pungsi :

a. f,oordinas.i pennlsunan rencana dan progran dibitlang penbangunan

rasyarak3t desa dan penyusunan laporan ;
b. Kooritinasi.dan penyiapan naskah peruntlang-undangan dibidang penban-

gunan'nasiArakat desa ;

c. Pemntauaq, .penilaian, penguapulan dan analisa data tentang hasil
pe|fksanaan tugas ;

r1
d. Pe-laksanaan urlrsan kepegavaian ;

e. Pengelolaan ulusan keuangan I
f .,.belahsanaan.brpsan runah tangga ;
g1 Pelakoanaaa ulrsan ketata usahaan peubangunan rasyarakat ilesa.

Pasal 9 ....



Sub,Eagian Tata Usaha

a. Urusan Perencanaan

b. Urusan (ePegavaian

c. Urusan Keuangan

rl. Urusan Runah Tangga
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Pasal 9

terdiri dari:
t

i

t

rlan Tata Usaha.

Pasal i0

. {1}. Urusan perencanaan neltpunyai tugas nenyusun rencana dan pr0gra!,

penguupulan tlata, penantauan, pelaporan serta oenyiapkan naskah

peraturan perundang*undangan dan itokunentasi ;

t2). Urusan kepegaraian nenpunyai tugas nelaksanakan urusan kepegavaian

( 3) , Urusan keuangan nenpunyai tugas nettyusun rencana anggaran

penbiayanrpengelolaan keuangan dan nenberikan binbingan tehnis

pelaksanaan anggalan i

{{}. Urusan ruurah tangga dan tata usaha nenpunyai tugas nelaksanalan

urusan perlenqkapan, urusan dalan, penelihara.an barang-barang

inventaris dan urusan perialanan dinas serta surat lenyurat, pen

getikan dan penggadaan.

. Seksi Pengenbangan Desa

': Pasa I 11

Seksi pengenbangan ilesa nenpunyai tugas aelaksanakan perbinaan

pengenbangan desa dan pendaya gunaan teknologi tepat cuna yang neliputi
pendataan, evaluasi dan lonba desa, unit daerah kerja penbangunan, tata

desa, pengenbangan kacasan terpadu dan penasyarakatan teknoiogi tepat

guna.

Pasal 12

Untuk nenyelenggarakan tugas tersebut paila pasal 11 tliatas sehsi

pengenbangan desa nenpunyai fungsi :

a. Pengulpulan ...,....r..



PengulPulan data

b.

c,

e.

f.
g.

-'l
dan evaluasi progran-prgran penbangunan yang aasuk

dEfrA i

Binbingan dan penilaian pelaksanaan perlonbaan

penyusurran :teitcana dan progran pengenbangan

nasyarakat desa I

Binblngan itan petunjuk tehnis penelapan pola tata tesa, penatauan

serta evaluasi tingkat perheubangan desa I

Binbinga.n tehnis pelaksanaan DI0g1a0 pengenbangan karasan terpadu ;

penbinaan itan binbinqan tehnis pengelolaan penbangunan desa terpadu

Biabingan tehnis gelaksanaan org$an keriasana pengkajian teknologi

tepat guna ;

Binbingan dan oetunjuk tehnis daian rangka nenasyrakatkan dan oegan-

faatkan teknologi tePat guna ;

i. Bimbingan teknis plaksanaan progran leriasana ilan pengkajian tek-

nologi tepat guna ;

j. Penantauan dan evaluasi pelahsanaan grogran tinghat perkenbangan

desa gendayagunaen teknoloqi tepat guna.

Pasal 13

Seksi Pengenbangan Desa terdiri dari :

a, Sub. $eksi Pendataan, Evaluasi dan tonba Desa ;

b. Sub. Seksi Unit Daerah Keria Penbangumn ;

c, Sub. $eksi Tata Desa I

d' Sub. Seksi Pengeoban{an Kavasan terpadu ;
e. $ub. Seksi Pendayagunaan Teknologi tepat guna.

Pasal 1{

{1}. Sub. Seksi pendataan, eva}uasi tlan lonba desa nenpr:nyai tugas

relahsanakan penaniauan, nenganalisa dan nengevaluasi data tingkat

gerkenbangan desa serta nenpersiapkan petunjuk tehnis ilan nelaku-

kan binbingan pelaksanaan perlonbaal desa ;

penbangunan

at.

h.

{2}. Sub Seksi



-8
: (2). $ub $eksi unit daerah kerja penbangunan nenpunyai tugas nenper-

, siapkan peturr:uk operasionaL tlan nenberikan binbingan tehnis

. neilgenbangkari sistin perencanaan penbengunan desr dan kecanatan

serta penbin*an pn!:ensi sunber daya nanusia I

t3l. Sub, Seksi tata clesa nenpuayai tugas nen)'ususn petunjLrt tlan ne!-

berikan hinbtngan tehnis pola tata tiesa yang neliputi tata ruang

desa tlan tata nasyar.lkaa',lesa I

{4}. Sub. $eksi perg*inhang;rn karlasarr terparlr: nearpunyai tugas nelakuhan

stutli dan penf$unan pr:ograr, nenperstapkan bahan penbinaan

fehnis ,les; niskit, perbaiaran, texisolir, kri"tis tsinus, padat

pendr-rduk, kunuh, terkebelakang rlan ra$ang beneana al.an nelalui

. progia$ per.han,lunan karrasal te:pad:: i

t5l , $ub, ,!eks i perrdal,agunaan teknrlogi triaf gr;na ne.nlunyai tugas

rrenpersiaphan petunjut tehnis rlan nelakuhu binbingan pelaksanaan

kerja sina, grengeubugan dan Eenasyarakatkan teknoLogi tepat guna.

Selsi Keiahanan itasyarakat lesa
' Pasal I 5

Sele si lietaharrar na.syarakat desa Uenpq1iyll. tuga,e pelaksanaan

kebijakarr dibidanE ke'iahi.nrn nasyarrkrl desa lnng mellpliti peningkatan

gtiranan keienhaga.':n rnasye:r'rkat rlr:sa, hirrbinqan can nati,ras!, neningkat-

kan keteranpilan masyarakat c.rn peningkatan kesejaieraan kel.uarga.

PasaL l S

Ijntrl netryel.engga'ailan iligan te:selrlt oaia gasal 1i rliatas, seksi
[etahanan nasyaratat Cesa nen,tr;n]rai fungsi :

a. Pengulpulan dan pengolahan rlata se:rta pent4lsunan prograu peningkatan

peranan kelenbagaan inasyarahat desa I

h, Penberian .,.,
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b.Perberianbiubingantehnisdanpotovasrterhadapkegiatanlenbaga
ketahanan nasyarakat desa' lerixga srarlaya nasyarakai desa iainnya

rc}atrulanupaya-upayabagipeningi(alanKesejahteraanneluargadan

penge$angan Perpustai(aan Desa I

c.Penbinaandanpeningkalanpelgetahuanoariteteranpilanpengwus
Ienbagaketahanannasyarahatoesa,penbinaarrhesejahteraankeluarga,

leunagasradayanasyarakatdesalainnyadannasyaiaxatpaclausumya

serta peningkatan peranan vanita dan generasi nuda'

Pasal l?

Seksi Ketananan l{dsyaraKat llesa terctrl I

a. Sub. $eksi peningkatan peranar keleooaqaan uasyarahai iiesa ;

b. Sub. Seksi oisoingtn, 'o"uasl 
dafl sraoaya nasyarahar I

c. Sub. $eksi peningratan reteranpilan nasyardndt ;

d. Sub. seksi peningkatan lteseiahteraan keluarga'

iasal 18

(l).sub.seksipeuigiatarrpelananlereo.ingaatinai;yarakatdesa

aenpunyai tugas nerupersiapkan bahan penbinaan dan biubingan

ternadap ienbaga kelahanan nasyarakat deaa daiar rangka keter-

paduanr keserasian dair kelierhasrlarl pesbah$undli uess ;

t2l. $ub. $eksr btuorngan, uuLlvaiii ian svaoaya nasyaraiat nenpunyai

tugasnelaksanakanpenyusunanoahanuntukaenl,eriianbinbingandan

notivasi dalan rangka nenrngkatkan [esadaran dan ianggung javab

nasyarakat dalan penl'angunan oan pen';enbatrgan perpilstakaan desa

serta pengenbangan svadal'a nasyarakat oalar penbatr$i;inan i

(3). sub. seksr peningkatan lrstelanpllan nasyarakat nerrpunyai tugas

neupersiapkatrpetunlrrkdanneiaksanaxaiiusahapeningkatan

pengetahuan oan keteranp;ian n"slaraiai I

(ii. il,b. ici''ii '

.
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{{). $ub. $eksi kesejateraan keluarga leDpunyai tugas nelaks-anakan

usaha-usaha penhgkatar kesejahteraan keluarga serta peningkatan

peraoan ranita tlan generasi ruda.

Seksi Usaha Ekonori dan Penukiran Desa

Pasal L!

$etsi usaha elonori dan perukinan desa relpunyai tugas relahsana-

tebijalan dibidang perekonolian tian peruhimn desa yang reliputi

ngunan baik berasai tlari pusat naupun daerah, perbangunan

drasarana dan sarana desa, peningkatan produksi dan usalra .prhreditan,
gunaan tenaga lerja dan sektor inforral, bidingan tata

tilnr pngerbangan surber daya desa dan pengenbangan linghungan

Pasal 20

Untuh nenyeleaggarakan tugas tersebut pada pasal 1.9 iliatas, sehsi

ekonori ilan penukinan ilesa nelpunyai fungsi ;

;P€nyusunan prog'ran ilan penberian binbingan tekhnis pelaksanaan dan

,Ffaluasi bantuan penbangunan desa I
penyrsunan progrdn dan petunjuk pelahsanaan pengenbangan sektor

, plgforrat peningkatan peranan dan fungsi iiadan penbi$ing dan

.,galintlung hoperasi unit rlesa ilan koperasi seria usaha kelurahan ;

Eeuyusuaan pedonan rlan petunjuk peiahsanaan pengerbangan

iggnttfeditan, lrrrbung desa dan tabongan nasyarahat riesa ;

usaha peningkatan proiluhsi, perasaran ilan lapangan herja ;
ian bi$ingan dalar rangka pengerbangan tenaga lerJa pedesaan

ts Fnyusunan progran lerja sana tlan peran serta naslarakat tlalal
etonori ilan penukiuan ilesa I
ian binbingaa terhadap rasyarakat desa, penanfaatan

ian sunber rlaya alan ;
Ian dan analisa rlata serta Beniusunan progran pengenbagan

ilesa ;

h. Penguapulan
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dan analisa data dalan rangka g€ttyusunan prograr pengen-

inan dan linglrungan desa yang sehat dan serasi ;

n petunjuk 0perasi0ndl dalan rangira pengerbangan kerja sana

tasi su$er daYa desa ;

plogras dalan' rangka penbinaan dan peringkatan nutu

Pasal 2L

,6Ehi eror0rli dan peruhinan Desa terdiri ilari :

#ntuan Pelbangunan ;

Pertreditan ;

),lfenaga Xerja dan $ektor Inforrai ;

Fresarana dan $arana Desa I

tata genuki[an, Sulber Daya Desa dan lingkungan'

l ,, Pasal 22

$entuan penbangunan nenpunyai tugas renpersiapkan bahan

'ltenyusun lntunjuk tehnis peiaksanaan dan rerpersiapkan

L&sasaan bantuan peuixngunan ;

.ft*kreditarr dan Broduksr nerpunyai iugas neupersiaPkan

aengenbangkan usaha

rumh tangga, lunbung

daian rangka nenunbuhkan dan

perkreditan ternasuk incustrr

nasyaraiat ;

her:a dan sektor inforral renpunyai rugas rclaku-

tehnis, renberikan binlingan pengerbangan tenaga

tenaga herja seria penyusunan prograts kerja sara

nasyarakat dalap usaha ekonoai dan pelukinn tlesa I

ilan sarana Desa nenpunyal tugas Lenyusun

dan binoingan pengenbangdo prasarana dan sarana ;

{5} $uo $eksi .



5) Sub Seksi tata penukinan sunber daya ilesa dan lingkungan desa

rcrpunyai tugas nengolah tlata dan nenyusun progral penataan penuki-

ran dan perunahan serta nelahukan penbinaan dan peneliharaan pele-

starian susber daya desa ilan }ingkungan desa'

6AB IY

KEIOI.IPO( JABATBI SUiIGS IOTIAT

. Pasal 23

Kelonpokjabatanfunqsionalneupunytitugasnelakukansebagian

tugasKantorPenbangunanl{asyarakatDesasesuaidengankeahliannya.
Pasal 24

{1}KelonPokjabatanfungsionaldinaksudpasal23terdiridarisejunlah
tenagadalanjabatanfungsionalyangterbagida}anberbagaikelon-

pok sesuai dengan bidang keahliannya ;

t2) setiap kelonpoh tersebut Bada ayat ili dipinpin oleh se0lang tenaga

fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang aila

ililingkunganXantorPenbangunan}hsyarakatDesaolehKepalaDaerah

ilanbertanggungjarabkepada(epalaKantorPeabangunanl{asyarakat

Desa ;

(3) Junlah jabatan fungsional tersebut ayat (1i ditentukan berdasarhan

, kebutuhan dan beban kerja ;

({) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ayat tii diatur

dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku'

BIB V

TATA KERJA

' Pasai 25

DalannelaksanahantugasnyaKepalaXantorPenbangunan}tasyarakat

Desa, Kepala sub Bagian Tata Usaha, I(epala Sehsi, Kepala urusan dan

Itepala sub sehsi rajib uenerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi ....,.,. t..



r0nlsasl

ftas! tiq-nas infl.

Pasal 26

{1} Setiap pinp!nan satuan organisasi dalan

Penbangunen ilasyarakat lesa nengkoordinasikan

nasing dan nenberikan biubingan serta petun3uk

13

secara pertikal ilan horisontal baik dalan lingh\og.n

laupun antara satuan organ!sasi dalaq lingh\ngro

daerah serta instansi luih sesua! dengan tugas PohOknfa

ing-nasi ng

rintah di

tesekretar iatan

l, {{} Setiap Laporan

bavahan vajib

lingkungan Rlntor
barahannya n1.lng_

bagi pelaklq*.n

21

?ei$angrna:i Mrsy,llakat 
Desa

Kantor Penbangunat t{ashtakat

{31

Seti.aa pirrrginan satuan organisrsi raiitr nengikuti dan naitaati

getnniut-petunjuk dan bertenggung jacab kepa'la aiasan $,rsing'Qsing

ilan nenyat.:aikar itporar secari berkala dan tepat uahtu I

l,aporan penyelenggaraan tugas K;ntcr Penbaiigunan ilasyarakat 
Desa

paila rlasinq-nas ing t ingkatan, penei intah,d i;aupaikan kepatla $JaUat

yang setingkat lebih tingEi ;ecata berkala dan tepat raktu lerta
rlikoolilinasitari o!e.'i ;"e 

jabai l"itl !-'ertanggung jaraii dtbhang

:

yang diterlna oleh pirnpinan satuan otganisasi dari
dioLati dan dipergrinakae sebagri bahan Fenltgunan

1,, laporan lebih Ianjut {an nltrk menherikan iretunjuk-petr:njuk lCD"a,

i bavahan.

Pasal

Para [epla tek:i pe'la l(,rrtlr

mnyanpailran laporan kepld,r Hepala

Sub. Bagian Tata llsaha Rantor Penbangunan ltasFrakat p.ra

laporan berkaia Kepaia Fantoi Penhanqunan ltasyarakat tr r",
Kanlor Penhanqunan Hasyarakat !)esn nenyanpaiian lllorrn

la kepada Kepala Daerah dan,Gulrernur Kepala Daerah lingtft I
la Xantor Penhangunan l{asyarakat Desa Propinsi Daerah qnn-

$ularesi Selatan.

Fasa] 28 . - .. -



Pasal 28

lepalafiantorPenbangunanHasyarakatDesaatasnanaKepalaDaerah

rerberihan penbinaan langlung hepada caaat dlbidang parencnnaan, pelah-

Sanaan,nonitoringdanevaluasipenbangunanoasyarakatdesailikecana-

tan.
BAB VI

PE}IGAflGKETN DAI{ PEI{BERHSI{TIII{

Pasal' 29

I(epala Kantor Penbangunan Hasyarakat Desa dlangkat dan diberhenti-

kan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I $ulavesi selatan atas usui

Kepala Daerah dengan nenperhatikan salan dan pertinbangan Kepala Kantor

penbangunan Hasyarakat Desa Propinsi Daerah fingkat I Sulavesi Selatan'

Pasal 30

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegataian iliatur

sesuai clenEan peraturan perudang-undangan yang berlaku'

BAB VII

PEHBIAYAA}I

Pasal 3t

$egala biaya yang dipergunakan untuh nelaksanakan tugas Kantor

Peebangunan ilasyarakat Desa dibebankan pada Inggaran Fendapatan Belanja

Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Sula'resi

Selatan ;erta Anggaran Fendapatan dan Belanja llegara.

Pasal 32

Dengan tidak nenguranqi hetentuan tersebut pada pasal 31, I(epala

f,antor Penbangunan llasyarakat Desa dapat diberikan bantuan sesuai

peraturan perundang-Undangan yag berlaku,

BAB VIII

KETEIITUAH PERITIH}H

Pasal 33

(11 Dengan berlakunya peraturan daerah ini, naka segala ketentuan-

ketentuan lain yang bertentang dengan peraturan daerah ini dinyata-

han tidak berlaku lagi ;
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{2} Hal yang beluu diatur dalan perat'rr?n darr?h ini, .itan diatur
kenudian dengan surat (eptrtusan Bupati {epa1a iraerah sepanjang

uenqenai Delaksanaarnva.

BIE TX

KETETTTUI. Pglfrfflrp

' Pasal 34

Peraturan tlaerah in! nu'lai hellatr sejeh tar,1qrr. diundanghan.

lgar setiap oranq rlapat nengelahuima., roeneriniahkan pengundangan

peraturan daerah ini denqa.n Jrenennatrrnya drlar l,enharai l}eerah Fabupa-

ten Daerah Tingkat II Bataeno.

lifetapkar di : ! a :: t a e n g

Pa,la ::rilgel, : I !'l;perber 1991

DET$I PERruI(IIAI{ RIXTI? DIERAII

I(IBI'PIT3I{ DTERil{ ?X.II BTI{TIEI{G

I(ETUI
Cap/ttd

rBp,_ *q!uL -uuglllJlx..qt
Diundangkan rialap le*lrrran,\aerelr

fiabupaten Daerah Tt.II Bantaerq

lloror { Tahun 1995 $eri D ltouor 4

tanggal I Agustus 1995,

q[PATi (E?i{I.l U,TRI}I

C.:nllti

0."r i.. - Ji.. {". EllJ -{ l c6$

lli s:l',tan .rlel 6utref nur

Ieyal: helah Tt.i Sula-

vesi SrLatan den:tan Surat
geti:titr:l-il t{+lrt 6?5,/yI/95

tangSal 30 lur.t 1995.

lDaerah

PanqEat : Pemhina Th I

NIP :01-003?065

ps*1ffi+Tt
,';'. -**--'--\,r=i'\'s'-tr- 

-4 *rt'*{"1 il#-.r..\%pr
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KAI{TOR PEI{BIIIGUIIAN

TINGKIT II BAIITAEIIG

TEIIIIIIC ONGAilI$ASI DIII TITA KERJI

IASYAA$AT DESA KIBI'PITEII DAERIH 1

P0LA l{Illl}fit

K8Loup0l(

JABATA}I tr'UNG-

si0NlL

sTRffiTUR0RGAllIslsIDltlTlT}XERJAKTilT0RPEI{B}llcuNll{
MASYIRIIOT DESI KABUPTTEil DIERIH TIIIGKAT II BINTIBI{G

= 
3==E= 

= =::E;=!:r:::==:= ==:==:E=: ==::=:=::=:::3= ====:

KEPITA KAI{TOR

SUB SEKSi

P8}III{GKATTII KETE-

Ril{PiLAIi ITASY.

SUB SEKSI

PENIIICKATAN KESE.

JIfiTSRAAI{ KEIUARG}

suB sEKsi t
BIHBINGAN HOTIVASII

r saaDlra t{AsY. I

DETAII PERNIKIT}I{ RARYAI DAERAH

KABUPITEI{ DITI II BAIITAEIIG

K r r- u--r
ft0r./0e

ABD. TiIfiM ITUSTADJIB'B[.

sug sBrsl
TEI{AGI KBRJI

SEKTOR iIIFORHAL

BUPITI KEPILI DIERAII

w/a*

SUB BAGIAN

TATA USIHA

URUSAN

RUI{IH TANG

GA & T.U

SUB SEKSI

PEI{DATIAII,EVA-

SUB SEKSI

TATI DESA

SUB SEKSI

PEIIGEilBANOA}I

KATASAII TERPADU

SUB SE(SI
PE!{DAYAgUNIAH

TEKNOIOGi TEPIT

GUIIA

SEKSI

KETAH}IIAN I'ITSYARI

IIT DESI

- SUB SEKSI

PENII{OKATIN PERIN

K.l'{.0

suB sE(sI

SUB SETSI

PRASARII{A DAil

SARIIIA DESA

SUB SEKSI

TAT} PSI{UKII{AI{,

ssD Dlt{ [0.

SEKSi

PEITBA-

SUB

BAIITUII{

NCIUNAI{

Drs. H.il,SAID SAGFM


